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TINDAK PIDANA “MONEY POLITICS” TERHADAP SISTEM PEMILU
KEPALA DAERAH
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Politik uang (money politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi
perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Money politics sangat
berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena
perannya yang sangat berdampak merusak. Di setigp penyelengaraan pemilu
masih banyak terjadinya tindak pidana pemilu. Hal ini Terkait Pada Kasus money
politics yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Mesuji adapun
permasalahan pendlitian ini adalah bagaimanakah peran penegak hukum terpadu
dalam menanggulangi tindak pidana “money politics” terhadap sistem Pemilu
Kepala Daerah dan apa sgjakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegak
hukum terpadu dalam menanggulangi tindak pidana “money politics™ terhadap
sistem Pemilu Kepala Daerah.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan
secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri
Anggota Badan Pengawasan Pemilu, Jaksa pada Kejaksaaan Negeri Bandar
Lampung, Kepolisaian Daerah Lampung, dan Akademis Hukum Pidana Fakultas
Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan
studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian Penegakan Hukum terpadu ini belum berjalan dengan baik bahwa
pada Bawaslu Provins Lampung Tahun 2016 terdapat banyak kasus yang
menyangkut money politics pada Pemilihan Kepala Daerah yang ternyata pada
proses penegakan hukumnya tidak ditindak lanjuti sebagaimana penegakan
hukum dijalankan secara integral. Seharusnya suatu produk hukum harus
memenuhi unsur responsif, yaitu suatu produk hukum mencerminkan keadilan
yang memenuhi aspirasi masyarakat. Terhadap pelaku tindak pidana “money
politics” dalam pemilu mendapatkan kendala-kendala yang menggangu proses
hukum itu sendiri dapat ditegakan. Faktor penghambat dalam penegakan hukum
pidana terhadap pelaku tindak pidana “money politics” terhadap sistem pemilu
Kepala Daerah karena ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak
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oknum-oknum yang merasa tidak jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada
tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya
anggota atau penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus
tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum dalam hal ini
Panwaslu, Kepolisian, Kegjaksaan dan Pengadilan untuk menigkatkan kerjasama
dan koordinasi serta sosialisasi antara semua pihak dalam menyamakan persepsi
tentang tindak pidana Pemilu dan hendaknya kepada pembuat undang-undang
perlu mengkaji ulang khususnya masalah mengenal ketentuan pelanggaran tindak
pidana Pemilu yang semakin berkembang di masyarakat agar sanksi pidana dapat
diterapkan kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tindak
pidana Pemilu.

Kata Kunci: Penegak Hukum Terpadu, Tindak Pidana Pemilu, Money
Palitics.
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan Menurut Jack H.
Nagel sebagaimana dikutip Jimly Asshiddigie® Mempunyai dua arti penting
meliputi lingkup kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Sementara itu Hatta yang
mempunya pandangan bahwa kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk
mengatur pemerinthan dan Negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat,
berukuasa untuk menentukan cara bagaimanan ia harus diperintah. Tetapi putusan
rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan
yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk

dan jalannya.?

Implementasi ketegasan konsep Negara hukum Indonesia, adalah sistem pemilihan
umum secara langsung oleh rakyat sehingga mereka bebas dalam menentukan sikap
dan pendapatnya, dalam pandangan Oemar Seno Adji pemilu yang bebas adalah
fundamental bagi Negara hukum. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi

politik rakyat dalam sebuah Negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan dalam

! Jimly Asshidigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,
Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, him 9.
?1bid, him 2.



pemilihan pemiihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Reformasi
pada bulan Me 1998 membawa berbagai perubahan mendasar terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Memontum tersebut menuntut berbagai agenda yang harus
dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kehidupan bernegara selama 32 tahun
sebelumnya yang berjalan dibawah bayang-bayang kediktatoran rezim Orde baru.
Salah satu dari 6 agenda reformasi yang diusung ketika itu adalah amandemen
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Melalui amanemen Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 yang telah meletakan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan meletakan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui
format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga system pemilihan Kepala Daerah yang
lebih demokratis guna menunjang pelaksanaan pemerintah daerah berjalan lebih

demokratis pula.

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik
tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang
merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam
konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud
dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat
untuk memilih  wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungs melakukan

pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang- undang sebagai



landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi —fungsi tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan wakil kepala daerah merupakan suatu
keharusan yang diselenggarakan oleh setiap daerah melalui Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD).? Pemilihan ini tidak lain dan tidak bukan, bertujuan untuk memilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat didaerah yang
menyelenggarakan. Sedangkan defenisi dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Yang mana dalam Pasal
ini memberikan defenisi bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah ada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah
proving dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam memberikan suaranya, pemilih

% http://pemerintahan.bl ogspot.co.id/2010/11/pemilihan-kepal a-daerah.html (Diakses 28 April 2017
Pukul 20.16 WIB)

* Suharizal ,Pemilukada Regulasi, Dinamia dan Konsep Mendatang, Dicetak Di Fajar
interpratama, Cetakan ke-2, Depok, Agustus 2012, him 30.




dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara
Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanan pemilu, wajib

bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.®

Setigp pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta
bebas dari kecurangan pihak manapun. Alasan utama ditetapkannya pemilihan
langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat didaerah yang
menyel enggarakan adalah agar mereka yang terpilih benar-benar telah melalui proses
seleksi dari bawah karena prsetas moral, intelektual, dan pengabdiannya pada
masyarakat selama ini. Tetapi, rupanya gagasan mulia ini sulit terwujud mengingat
umumnya masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang kepala daerah
maupun wakil kepala daerah yang mencalonkan diri, apakah mereka merupakan
tokoh — tokoh bermoral dan memiliki kompetensi atau tidak. Rakyat di dalam
melaksanakan haknya sebagai pemilih, dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga

dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama dalam
pemilihan Kepala Daerah masih sering dijumpal terjadinya berbagai pelanggaran,
baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak
pidana. Tindak pidana pemilu, yaitu semua tindak pidana berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Tindak

pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan

® https://wiwi07.wordpress.com/2010/07/20/hubungan-antar a-pemil u-dengan-demokrasi-dan-
kedaulatan-rakyat/ (Diakses 5 Mei 2017 Pukul 15.43 WIB)




baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan
sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu
semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara

demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu.

Pemerintah Kemudian memperketat aturan hukum tentang tindak pidana pemilu
dengan semakin memperberat sanksi pidana bagi pelakunya. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan umum Kepala Daerah yang menjadi
dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2017 telah mengatur mekanisme
penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu.
Daam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur bahwa ada 4 (empat)
institus yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Keaksaan, dan Pengadilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah
negara berdasarkan atas hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya
diperoses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu- satunya sarana
bagi penyel esaian terhadap suatau tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang
tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai
kejahatan atau tindak pidana.® Selain itu menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadisertai ancaman

® SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet.3, Jakarta: Storia
Grafika, 2002, him 204.



(sanksi) yang berupa pidana tertentu.” Untuk mengefektifkan penanganan perkara
pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan
Kgaksaan membentuk Sentra Penegak hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), payung
hukumnya adalah kesepahaman bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan

Umum.

Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran
Pemilu Bawaslu. Di tingkat provins terdiri dari Direktur Reskrim/Umum, Asisten
Pidana Umum Kegaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan
Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota anggotanya
adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepaa Seksi Pidana Umum dan
Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu
Kabupaten/Kota. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara curang (malpractices),

sulit dikatakan bahwa pemimpin Kepala Daerah merupakan wakil-wakil rakyat.?

Peran Gakkumdu (Penegak hukum terpadu) hanya dioperasionalkan ketika Pemilu
dilaksanakan. Namun Gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala
kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu / Bawaslu. Sentra Gakkumdu adalah
wadah bersama 3 unsur antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk

menangani tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu yang akan mengolah Iaporan

" C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya
Paramita, 2004, him. 54.
8 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Jakrta, Sinar Grafika, 2006, him 5.



masyarakat yang mengandung Tindak Pidana Pemilu. Fungsi sentra Gakkumdu yang
utama adalah melakukan gelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana
pemilu dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Selain itu fungsi sentra Gakkumdu

untuk membantu pengawas pemilu dalam membuat kajian tindak pidana pemilu.

Sentra Penegak hukum terpadu, atau disebut Sentra Gakkumdu merupakan upaya
untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu diantara
pihak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesiadan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu diatur dalam
Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan :

“ Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana

pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian

Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kegaksaan Tinggi dan/atau K gjaksaan

Negeri membentuk sentra penegak hukum terpadu

Berdasarkan ayat selanjutnya, dari Undang-Undang yang sama dinyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan
bersama antara K epala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu. Di satu sisi, keberadaan sentra ini
merupakan kebutuhan. Hal ini dilihat dari realitas pelanggaran pidana yang terjadi
dan bagaimana sistem hukum acara pidana kita bekerja di saat pemilihan umum. Dari

Sis redlitas, pada masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 ada 23



perkara tindak pidana Pemilu dari delapan Provinsi.” Delapan provinsi tersebut
adalah Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Sulawes Tenggara, Sulawes Selatan,

Papua dan Banten.

Sistem pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung Tahun 2017 membuka
maraknya praktik money politics di Provins Lampung, dalam situasi yang serba sulit
seperti saat ini, uang merupakan adat kampanye yang cukup ampuh untuk
mempengaruhi masyarakat guna memilih calon Kepala Daerah tertentu. Praktik-
praktik kecurangan tersebut menimbulkan paradigma bagi masyarakat bahwa
kecerdasan intelektual tidak menjadi dasar untuk menjadi calon Kepala Daerah, tetapi

kekayaan finansial yang menjadi penentu pemenang dalam pemilu.

Pada pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2016 di Kabupaten Mesuji dan
Kabupaten Lampung Barat terdapat perbuatan melawan hukum dengan cara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga, baik secara
langsung maupun tidak langsung pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau tim
kampanye. Menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut, pihak Pengawas Pemiliu
(Panwaslu) tentu sgja memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait

dengan pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul “Peran Penegak hukum terpadu Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana (Money Palitics) Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah.”

® http://nasi onal .kompas.com/read/2017/04/12/13101191/kej aksaan.terima. 23.perkara. pidana.pemil u/
(Diakses 8 Agustus 2017 Pukul 16.33 WIB)




B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang penulis akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah

a Bagaimanakah peran penegak hukum terpadu dalam menanggulangi tindak
pidana “money politics™ terhadap sistem Pemilu Kepala Daerah ?

b. Apa sgjakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum terpadu dalam
menanggulangi tindak pidana “money politics” terhadap sistem Pemilu

Kepala Daerah ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini dibatas pada kajian
hukum acara pidana. dan penelitian ini juga mengkgi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta teori-teori
yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan

Tahun 2017.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Pendlitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

a. Untuk mengetahui peran penegak hukum terpadu terhadap tindak pidana money
politics dalam sistem Pemilu Kepala Daerah.

b.Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum terpadu
dalam menanggulangi tindak pidana “money politics terhadap sistem Pemilu Kepala

Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

a. Hasll penditian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informas ilmiah yang
dapat dijadikan acuan terhadap pendlitian-penelitian sgenis untuk tahap

berikutnya.

2. Kegunaan Praktis
Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta

sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti
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dan berguna dalam menyelesaikannya.

D. Kerangka Teoritisdan Konseptual
1. KerangkaTeoritis

Kerangka teoris yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal
tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah
seperangkat  konstruk (konsep), batasan, dan proposiss yang menygjikan suatu
pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci  hubungan-hubungan

antravariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.™

Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :

1. Teori Peran

Teori peran diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan
sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang
sga atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak
kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat diartikan sebagai

peran. Oleh Karena itu, maka sesorang yang mempunyal kedudukan tertentu dapat

19 pred N. Kerlinger, Asas-Asas penelitian Behavorial, edisi Indonesia Gajah Mada University
Press, Y ogyakarta, cetakan Kelima, 1996, him 18.
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dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya
merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban

adalah beban dan tugas.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku
yang dilaksanakan oleh seorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan
melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika
seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan
berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.
Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses

keberlangsungan.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1). Peran normative adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat.

2). Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
kedudukan didalam suatu sistem.

3). Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang

terjadi secara nyata.™*

™! Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002, him. 244.
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Menurut Sudarto™ penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. UpayaPena (Represif)

Upaya pena merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala
tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih
menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang
dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan
ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan
seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik krimina.Demikian pula
Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan
cara

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengena kejahatan dan
pemidanaan melalui media masa (influencing view of society on
crime and punishment/mass media).™

2. UpayaNon Pena (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan
tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit
guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan
sarana pengamanan, pemberian, dan pengawasan pada objek
kriminalitas.

b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat criminal
dengan perbaikan lingkungan.

c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam

terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam
penanggulangan ke ahatan.

2 Teori faktor penghambat penegakan hukum

12 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986, him. 113.
3 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 1996, him 48.
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Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor- faktor yang
mempengaruhi upaya penegakan hukum, yang menurut Soerjono Soekanto
dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut™*:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan
penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan
semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum baik
adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, soiologis, filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu
pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang
langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan
yang merusak obyek dan dayatarik wisata.

3. Faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan
sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk
mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandangan dari sudut tertentu,
maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam
pendapat masyarakat menegani hukum, yang sangat mempengaruhi
kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitanya dengan
faktor-fallétor terdahulu, yaitu Undang-Undang penegak hukum, dan sarana dan
fasilitas.

5. Faktor Kebudayaan
Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep

1 -Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,
him5.
' Ibid, him. 45.
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khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah
yang ingin atau diteliti’®® Agar tidak terjadi kesalahan pemahan terhadap
permasal ahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya hak

dan kewajiban, sedangkan hak dan kewagjiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

b. Penegak Hukum Terpadu adalah wadah bersama 3 unsur antara pengawas pemilu,
kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu

yang akan mengol ah laporan masyarakat yang mengandung Tindak Pidana Pemilu.

c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman

karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.’

d. Tindak pidana pemilu adalah setigp orang atau badan hukum ataupun organisas
yang dengan sengga melanggar hukum, mengacaukan, menghaang-halangi atau
mengganggu jalannya pemiluhan umum yang diselenggarakan menurut Undang-

Undang.

e. Money politics adalah diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain

dengan menggunakan imbalan tertentu.

°Ibid, him 132.
! Teguh Prasetyo,Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, him 45.
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini memuat uraiain keseluruhan yang akan disgjikan dngan
tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka

disagjikan sistematika sebagai berikut:

. PENDAHULUAN
Merupakan bab yang meliputi latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang
lingkup pendlitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual

serta sistematika penulisan.

[1. TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari
pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penegakan hukum, tinjauan tindak

pidana pemilu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

[Il. METODE PENELITIAN
Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, Penentuan

Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data yang
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diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari
permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu analisis peran penegak hukum
terpadu dalam menanggulangi tindak (money politics) terhadap sistem pemilu calon

Kepala Daerah Tahun 2016.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan
jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai
aternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi
perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang hukum

khususnya hukum pidana.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan
yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial
tertentu.’® Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau
“perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan
dimasyarakat”.'® Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status)
seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan
sebagal suatu proses. Menurut Anton Moelyono, peranan adalah sesuatu yang
dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu

yang lain.?®°

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu
proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari
seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada

dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan

'8 Grass Masson dan MC Eachen, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo,
1995, him 100.

19 https://kbbi.web.id/peran (Diakses 10 Agustus 2017 pukul 15.45 WIB).

2 http://www.|andasanteori.com/pengertian-peranan-definisi menurut.html (Diakses 10 Agustus
2017 pukul 16.09 WIB).
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sebagal sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu
posiss dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa
peranan adalah dinamisas dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan
kewajiban atau disebut subyektif.** Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang
berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu
didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-
kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin

berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.?

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh seorang yang menempati atau memangku
suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan
kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik,
dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan
keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam

menentukan suatu proses keberlangsungan.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1). Peran normative adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat.

2). Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang

didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan

1 Sperjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta, 2009. him 5.
%2 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Grafindo Persada, 2003, him 139.
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kedudukan didalam suatu sistem.
3). Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan

sosial yang terjadi secaranyata.®

B. Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum Terpadu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Sentra Penegak hukum
terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan
pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kgaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan
kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu. Didalam kesepahaman tersebut
mengandung reposisi peran kegaksaan, panwaslu , dan pihak kepolisian.
Kegaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap
panwaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa
keddlam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian.®* Didalam
kesepahaman tersebut mengandung reposis peran kejaksaan, panwaslu , dan

pihak kepolisian.

Kgaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap
panwaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa
kedalam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian. Dalam Undang

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kepala Daerah telah dijelaskan

% Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002, him. 244.
% Topo Santoso, Op.Cit, 1983, him 3.
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terkait adanya pelanggaran pidana dalam Pemilu. Pidana dalam pemilu yang
termasuk dalam kategori lex specialis tersebut, menjelaskan tentang penanganan
pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak vyaitu, Bawadu,
Kepolisian, dan Keaksaan. Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, maka
dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang
merupakan forum tiga lembaga negara yaitu Bawaslu Republik Indonesia,
Kepolisian Republik Indonesia, dan Kegaksaan Negeri Indonesia dalam rangka
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu sesuai
dalam Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Gakkumdu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu
Republik Indonesia. Berdasarkan dasar tersebut maka dibuat nota kesepahaman
untuk membentuk sentra penegak hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra
gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilihan
umum. Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya
batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap
proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan
salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana
Pemilu.

C. Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu Kepala Daerah
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Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada
atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang
memenuhi syarat. Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pel aksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah Provins dan Kabupaten/K ota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62
dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan
Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VI1IB tentang Pemilu,
memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2)
yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan

Dewan Perwakilan Daerah”.

Pengaturan pemilukada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis
antara Pasal-Pasal. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pemilukada
dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang
memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan
wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain
Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk
kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada

disdlenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provins dan KPU
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Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum

(Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/K ota.”®

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa
rakyat sebagal pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Pasangan
caon Kepaa Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan
calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
parta politik yang telah memenuhi persyaratan Secara normatif, berdasarkan
ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumliah manfaat
dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi

lokal, yaitu:

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan
membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses
demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat |okal
dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan
kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di tangan segelintir orang di

DPRD (oligarkis).

2. Kompetenss  politik pemilukada langsung memungkinkan
munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetens

dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering

% http://seputarpengertian.bl ogspot.co.id/2015/11/pengertian-pil kada-atau-pemil ukada.html
Diakses padatanggal 6 Agustus 2017 pukul 06.50 WIB




24

terjadi dalam demokras perwakilan. Pemilukada langsung bisa
memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam
demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak

fair, seperti; praktik politik uang (money palitic).

3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga
untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus
direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat
mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui
konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan
kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training
kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyal posisi yang setara untuk

terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

4, Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan
figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui
pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi
pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan
demikian, Pemilukada mempunya sgumlah manfaat, berkaitan dengan
peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya

yang pada akhirnya akan mendekatkan K epala Daerah dengan masyarakat.

5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan
memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun
perimbangan kekuatan (check and balance) di daerah antara Kepala

Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi
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penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang

monolitik.

2. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan—peraturan yang menentukan
perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta
menentukan hukuman apa yang dapat digatuhkan terhadap  yang
melakukannya.?® Instrumen hukum (pidana) secara efektif dilaksanakan dengan
law enforcement atau penegakan hukum merupakan antisipasi atas kejahatan.
Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit. Akan
tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal
istilah-istilah yang dipergunakan didalam bahasa Indonesia yaitu, peristiwa
pidana, perbuatan pidana, tindak Pidana, pelanggaran pidana. Dari beberapa
istilah yang paling popular dipakai adalah istilah tindak pidana. Tindak pidana
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu
melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang, dan perbuatan
yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh

hukum.?” Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a.Tindak pidana materil (materiel delict). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam

suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan

% Sydarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Y ayasan Sudarto, 1990, him. 38.
%" Teguh Prasetyo,Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, him. 48.
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yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan

itu.Inilah yang disebut tindak pidana materia (materiel delict).

b.Tindak pidana formal (formeel delict). Apabila perbuatan tindak pidana yang
dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat
yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal

(formeel delict).”®

Delik yang dalam bahasa belanda disebut Srafbaarfeit, yang berarti Straf
diartikan sebagal pidana dan hukum, Baar diartikan sebaga dapat dan boleh, dan
Feit diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah
strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat
dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana
atau tindak pidana, berikut penulis kemukakan beberapa pandangan pakar

hukum pidana antara lain, R. Tresna yang menjelaskan bahwa : %

“Strafbaarfeit atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau
peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan

tindakan penghukuman.”

% Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan
& Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, him. 126.
# Tolib Setiad, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, him. 10.
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Pengertian tindak pidana, menurut Wirjono Projodikoro®, Tindak pidana atau
dalam Bahasa strafbaarfeit yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam
Wetboek van  Srafrecht atau Kitab  Undang-Undang  Hukum
pidana(selanjutnya disebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia
ada igtilah dalam bahasa asing, yaitu delict yang berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan
merupakan subjek tindak pidana.

3. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provins dan Kabupaten/Kota untuk
memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.*
Tindak pidana pemilihan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pemilihan.
Dalam Pasa 1 Angka 35 Perbawasiu No. 11 Tahun 2014 jo. Perbawasiu No. 02
Tahun 2015 “Pelanggaran Pemilu (pemilihan) adalah tindakan yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu”. Tindak
Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam ketentuan pidana
dalam Peraturan Pemilu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang
bertentangan dengan Peraturan Pemilu, meliputi tindakan atau kelalaian, yang
dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi yang penyelesaiannya
melalui pengadilan pada peradilan umum.** Menurut Djoko Prakoso, memberikan
Pengertian Tindak Pidana Pemilu adalah “Setiap orang, badan hukum ataupun
organisas yang dengan sengaja melaggar hukum, mengacaukan, menghalang-

halangi atau menggangu jalannya pemilihan umum yang deiselenggarakan

% Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011,
him. 59.

% Abdul Fickar Hadjar, “Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Hukum
Pantarei, November 2008, him. 24.
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menurut Undang-Undang”™*

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang adalah :

1. (1) Cdon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara
Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Tim Kampanye yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pidana sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain
Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan
relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengga melakukan
perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagal imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara
langsung ataupun tidak langsung untuk, mempengaruhi Pemilih untuk
tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan caratertentu
sehingga mengakibatkan suara tidak sah, mempengaruhi untuk memilih
calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, Sebagai mana diatur dalam

Pasal 73.

% Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, him. 148.
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2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana diatur dalam

Pasal 178.

3. Setigp orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia bailk secara langsung ataupun tidak
langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paing banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal

187A.

4. Setigp orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu
aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu
perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai
seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72

(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga
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puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

duajuta rupiah), sebagai mana diatur dalam Pasal 179.

. Setiap orang yang dengan sengga dan mengetahui bahwa suatu surat
adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang
lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh
dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 180.

. Setigp orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi
seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

dua juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 182A.

. Setigp orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil
Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

sebagaimana diatur dalam Pasal 183.
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8. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak
benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah
tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon
Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

duajuta rupiah), sebagai mana diatur dalam Pasal 184.

9. Setigp orang yang dengan sengga memberikan keterangan yang tidak
benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal
Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan
bakal Calon perseorangan Walikota, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

sebagaimana diatur dalam Pasal 185.

5. Money Palitics

Politik uang (money politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi
perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan
politik uang (money politics) sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan

kekusaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari
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pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara®* Politik uang
(money politics) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang
baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supayaia

menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya
dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H
pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian
berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat
dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan
suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dalam pemilihan kepala daerah maupun
pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (Money
Palitics) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di
negara ini. Money Politics banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan
Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma
standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor
politik lainnya didasarkan pada persamaan preferens politik dalam rangka
memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai
hak dan nilal suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui
Money Politics dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber

daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.

Pemilihan Umum yang berdasarkan asas Jujur dan Adil (Jurdil) hanyalah sebuah

dlogan belaka, karena pada dasarnya Money Politics merupakan sebuah sistem

# |ndra lsmawan, Pengaruh Uang dalam Pemilu, Media Persindo, Y ogyakarta, 1999, him 5.
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yang tidak akan pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan
terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan juru kampanye serta tim
sukses masing-masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian
serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam Pemilihan
Kepala Daerah. Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi
praktek Money Politics ini tetap ada walau dikemas dalam agenda yang sangat
rapi. Akan tetapi juga ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka

tidak melakukan politik uang (Money Palitics).

Adanya praktik Money Palitics berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya
di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik
uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli
demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat
dikatakan kegjahatan. Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada
rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada
pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi
politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik
pihak yang memiliki kekuasaan. Money Politics bukan secara moral sga yang
salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang
sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah
kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu

sendiri.

D. Faktor-Faktor yang Mempengar uhi Penegakan Hukum
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Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap bertindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum
merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah
penegakan hukum mempunyai konotas menegakkan, melaksanakan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks
yang lebih luas penegakan hukum merupakanperwujudan konsep-konsep yang
abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri,
artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut
yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam
hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan
didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum
yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud
mencapaitujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan
hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu
kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan
hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalismeaparat penegak hukum,
yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-

peraturan maupun di dalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto®, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum adalah:

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ragjawali, Jakarta,
him. 5.
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. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lagpangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah
ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang
tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat
dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan
dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian
antaranilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai
kedamaian.

. Faktor Penegakan Hukum

Fungs hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugas kurang baik, ada masalah. Penegak hukum merupakan golongan
panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-
kemampuan tertentu sesual dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu,
salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian penegak hukum.

. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Kaau peraturan perundang-undangannya sudah baik dan juga mentalitas
penegaknya bak, , akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka
penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum,
persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Warga masyarakat
harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati
hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya
hukum bagi kehidupan masyarakat. Adanya dergat kepatuhan hukum
masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya
hukum yang bersangkutan.

. Faktor Kebudayaan
Menurut Soerjono Soekanto, fungsi kebudayaan dalam masyarakat yaitu

mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak,
berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang
lain. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konseps
abstrak mengena apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang
dianggap buruk sehingga dihindari.
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[11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan M asalah

Proses pengumpulan dan penygjian sehubungan dengan penelitian ini maka
digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode
penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan
mempelgari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.** Sedangkan Metode penelitian hukum
Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada
dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara

sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.®

B. Sumber dan Jenis Data

% Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Adity,. Bandung, 2004,him 134.
3" https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif (Diakses 27 juli 2017 Pukul
17.01 WIB)
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Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber
berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.®®
Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder, yaitu :

1. DataPrimer

Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis

dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan

yang diangkat dari penelitian di lapangan.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperolen melaui studi kepustakaan
bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur
atau bahan hukum tertulis lainnya. Kemudian data terebut di pelgari dan
dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum
tersebut terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
1. UUD 1945;
2. KUHP;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta, 2004, him 15.
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2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti KUHP, literatur-
literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti. bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penulisan ini ialah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

2. Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 jo. Perbawaslu No. 02 Tahun 2015

tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
meliputibuku-buku literatur, berita, koran, magalah, artikel, jurnal-jurnal,
kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan

masal ah yang akan dibahas atau diteliti.



39

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam
suatu penelitian dan memiliki pengertahuan serta informasi yang dibutuhkan
sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam
penelitian ini pada penelitian ini diperlukannya narasumber berdasarkan
kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini,
yaitu peranan yang terkait efektifitas penerapan pidana pemilihan umum

khususnya di lampung sebagai data dari penunjang, terdiri dari:

a. Kepolisian Daerah Lampung = 1 orang
b.Anggota Bawaslu Provinsi Lampung = 1 orang
c.Kgaksaan Negeri Bandar Lampung = 1 orang
d.Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung = lorang +
Jumlah Narasumber : = 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data
Pengumpul an data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan seperti

membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan

pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
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b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan wawancara kepada
responden penelitian sebagal usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi
yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
Wawancara ditunjukan kepada Anggota Kepolisian, Kegaksaan, Anggota Bawaslu

Provinsi Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun
dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah

sebagal berikut:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang
diperoleh relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang
salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan

diadakan penambahan.

b. Klasifikas data
Mengelompokan data yang telah di editing dengan mempertimbangkan jenis dan

hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi data (systematizing)
Penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga

mamudahkan untuk menganalisis data.
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E. Analisa Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan
efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis

guna menjawab permasalahan yang ada.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran penegak hukum terpadu terhadap tindak pidana “money politics”
Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh oleh Kepolisian, Kegaksaan dan
Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Penegak hukum terpadu (Gakkumdu)
Pemilihan Umum Tahun 2016, dengan menyesuaikan pada sistem peradilan
pidana sebagaimana diatur secara umum dalam KUHAP, meliputi penyidikan
oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kegaksaan dan putusan pidana oleh
Pengadilan. Pengaturan dan pengecualian secara khusus hukum beracara
untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu diatur oleh UndangUndang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
Peran penting Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana
Pemilu adalah menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dari Panwaslu dan KPU.

Koordinas antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyelesaian

tindak pidana “money politics™ terhadap sistem Pemilu Kepala Daerah yaitu
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Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah
menerima laporan pelanggaran Pemilu. Dalam teknisnya, Sentra Gakkumdu
melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap
laporan pelanggaran yang diterima dari Panwaslu. Sehingga dalam
pelaksanaan tugas di Sentra Gakkumdu tersebut wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang
bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan asas Integrated Criminal

Justice System.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak
pidana “money politics” terhadap sistem pemilu Kepala Daerah karena
ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang
merasa tidak jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa
memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya
anggota atau penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani

kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka beberapa saran yang

digjukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bawaslu, Kepolisan dan Kegaksaan serta semua pihak yang
berkepentingan di dalam Pemilu perlu meningkatkan kerja sama serta
sosidisasi antara semua pihak dalam penyamaan persepsi tentang Tindak

Pidana Pemilu. Untuk institusi penegak hukum khususnya Keaksaan
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hendaknya menganggarkan alokasi dana dalam penyelesaian perkara pidana

Pemilu.

Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam peran penegakan hukum
terpadau terhadap tindak pidana Pemilu “money politics” di masa mendatang
dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum dengan penyelenggaran acara
pemeriksaan biasa untuk kategori pelanggaran pemilu dan acara pemeriksaan
cepat untuk kategori tindak pidana pemilu. Hal ini penting dilakukan dalam
rangka mengatas hambatan keterbatasan waktu dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah pada masa-masa yang akan

datang.
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